BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun
1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk
melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan
diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan
masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah
semenjak tahun 1999 memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih
mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya
yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja
keuangan daerah.
Kebijakan mengenai desentralisasi fiskal mulai resmi diberlakukan
sejak tahun 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD).
Diberlakukannya desentralisasi fiskal diharapkan dapat membawa dampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan dengan adanya
perbedaan yang signifikan antara pra dan pasca adanya desentralisasi fiskal.
Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah
secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan

kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan



daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-
sektor yang produktif di daerah.

Otonomi daerah yang beraku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22
tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004. Berdasarkan
Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Otonomi daerah diartikan sebagai hak,
wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri
kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harianto
& Adi (2007) mengatakan dalam memasuki era desentralisasi fiskal sekarang
ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor salah satunya
adalah sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor
publik akan dapat menambah daya tarik bagi investor untuk menanamkan
investasinya di daerah. desentralisasi struktur fiskal suatu negara adalah
strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan (Malik et al., 2006).

Nugroho, (2012) dalam Sugiarthi dan Supadmi (2014)
mengungkapkan bahwa salah satu upaya pemerintah daerah untuk
meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi
pendapatan daerah yaitu dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal
yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun

secara tahunan dan ditetapkan dengan peraturan daerah.



Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan
pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Salah satu
upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah
dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan memberikan
proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang
dianggap produktif (Nugroho, 2012 dalam Sugiarthi dan Supadmi, 2014).,
Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan
untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas,
sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang
memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian (Jaya dan
Dwirandra 2014). Darwanto & Yustikasari (2007) menyatakan salah satu
upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan
kepercayaan publik adalah dengan melakukan pergeseran pada komposisi
belanja. Alexiou (2009) menyatakan bahwa belanja modal pemerintah dapat
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Belanja modal memiliki
peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk
memberikan pelayanan kepada publik (Nuarisa, 2013). Pemerintah perlu
memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya
dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan

pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya



tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang
nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diterapkannya desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari
adanya pelimpahan wewenang kepada daerah untuk dapat mengatur rumah
tangganya sendiri. hal tersebut mengharuskan daerah mempunyai kemandirian
keuangan yang cukup memadai untuk terwujudnya peningkatan diberbagai
sektor, terutama sektor publik. Berdasarkan regulasi pasal 6 Undang-Undang
No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD
yang sah. Sejalan dengan adanya pelimpahan wewenang serta adanya undang-
undang yang mengatur sumber pendanaan daerah menjadi peluang sera
tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat menggali dan mengoptimalkan
potensi (keuangan lokal) khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan gambaran
mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
Namun, pada kenyataanya tidak semua pengeluaran daerah mampu dibiayai
dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut terjadi
karena kemampuan lokal suatu daerah dalam menyediakan pendanaan
bergantung pada bagaimana pemerintah daerah merealisasikan potensi
ekonomi menjadi bentuk aktivitas yang menunjang perekonomian.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber



pendanaan lokal akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang diterima.

Setiap daerah memiliki tingakatan pendanaan kegiatan pemerintahnya
yang berbeda berdasarkan perbedaan keuangan yang dimiliki setiap daerah
tersebut. Perbedaan ini mampu menimbulkan adanya ketimpangan fiskal antar
daerah. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah
daerah dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk
pendanaan kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu sumber pendanaan
keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004,
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya
Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan
merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana
pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD
selain DAU dan DAK.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu sumber pendapatan
dari pemerintah pusat yang dialokasikan sebagai bentuk pemerataan serta

keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Putro, 2011 dalam Sugiarthi



dan Supadmi, 2014). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 DAU adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu peran DAU adalah
untuk pemerataan horizontal yaitu dengan menutup celah fiskal yang berada
diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah
(Mentayani dan Rusmanto, (2013)). Dana perimbangan keuangan merupakan
konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan
dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah
dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan
pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin,
2010 dalam Wandira, 2013).

Selain adanya DAU sebagai Dana Perimbangan, ada penerimaan
daerah berupa DAK yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk
mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh
pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi
pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik
pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya

pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan



pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011
dalam Wandira, 2013).

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan
berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 10, SiLPA merupakan sisa dana
yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah
selama satu periode. Sejauh ini mekanisme penggunaan SiLPA bersifat pro dan
kontra. Penggunaan SiLPA yang bersifat pro yaitu terhadap pengalokasian
belanja modal. Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja langsung
berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Tetapi pada kenyataannya penggunaan dana SiLPA masuk ke belanja pegawai.
SiLPA juga digunakan untuk permasalahan krusial yang sebelumnya sudah
disetujui oleh pihak legislatif. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan
lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana (Ardhini,
2011). Moral hazard pemerintah daerah dalam hal ini patut dipertanyakan,
karena perlu adanya kejelasan penggunaan SiLPA untuk belanja publik
ataupun belanja aparatur semata.

SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah di teliti oleh
Ardhini (2011) dengan lokasi penelitian di Kabupaten/ Kota wilayah Jawa
Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif
terhadap belanja modal. Sejalan dengan Ardhini, penelitian yang dilakukan

oleh Kusnandar & Siswantoro (2012) menunjukkan bahwa terdapatnya



hubungan yang positif serta signifikan SiLPA terhadap belanja modal. Kondisi
demikian memberikan informasi bahwa SiLPA adalah salah satu sumber
pendanaan belanja modal. Liliana et al. (2011) menyatakan hubungan antara
pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah adalah penting, mengingat
relevansinya bagi kebijakan terutama berkenaan dengan defisit anggaran.

Besarnya sumber pendanaan setiap daerah akan berbeda pula
tingkatannya, apabila melibatkan Luas Wilayah suatu daerah yang dipastikan
berbeda-beda. Luas Wilayah (LW) merupakan besarnya daerah wewenang
suatu pemerintahan yang dapat diukur dengan satuan angka. Yang mana luas
wilayah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki luas yang
tidak sama, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana serta potensi yang
dimiliki antara satu daerah dengan daerah yang lainnya pun berbeda. Anggaran
belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana,
baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas
publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan
prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila
dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.
(Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas
Wilayah dapat dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi Belanja Modal.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012)

menghasilkan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan



Anggaran yang berpengaruh terhadap Belanja Modal, namun DAU dalam
penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarakan
penelitian Wandira (2013) menemukan hasil bahwa variabel DAU, DAK, dan
DBH memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, akan tetapi Variabel
Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi (2015) dalam
penelitiannya mengungkapkan bahwa variabel PAD, DAU, SiLPA masing-
masing memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, dan variabel pemoderasi
(Pertumbuhan Ekonommi) mampu memoderasi variabel PAD dan DAU,
namun tidak mampu memoderasi variabel SiLPA pada Belanja Modal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sugiarthi,
Ni Putu Dwi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi (2015) tentang Pengaruh PAD,
DAU, Dan SiLPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai Pemoderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah menghilangkan variabel pemoderasi dan melakukan penambahan
variabel independen yang dimaksudkan untuk mengetahui faktor lain yang bisa
mempengaruhi variabel dependen yaitu Belanja Modal.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penulis memilih judul
“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL,
DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN LUAS WILAYAH TERHADAP
BELANJA MODAL dengan subjek penelitian yang dilakukan pada

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Pulau Jawa dengan periode 2016.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

2.

6.

Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?
Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal?

Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal?
Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal?
Apakah Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja
Modal?

Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yang telah dijabarkan. Secara

rinci, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1.

Mengetahui pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja
Modal.

Mengetahui pengaruh antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.
Mengetahui pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
Mengetahui pengaruh antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.
Mengetahui pengaruh antara Sisa Lebih Anggaran terhadap Belanja Modal.

Mengetahui pengaruh antara Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.
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D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, hasil dari
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada banyak pihak,
sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, khususnya
bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan sistem pengendalian
intern, akuntabilitas laporan keuangan, dan kinerja pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan
wawasan peneliti baik dalam hal penelitian maupun obyek penelitian,
yang dalam hal ini adalah Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran
(SiLPA), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.
b. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi dalam
melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui
keterbatasan-keterbatasan yang ada.
c. Bagi Penelitian Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi
untuk penelitian serupa selanjutnya serta menambah ilmu dan

wawasan mengenai Belanja Modal.
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E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan dari penelitian ini di bagi kedalam lima bab, yaitu:

BAB1

BABII

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang landasan teori, konsep Belanja
Modal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA), dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Selain itu juga mencantumkan kerangka pemikiran,
pengembangan hipotesis yang mendukung permasalahan dalam
penelitian ini dan penelitian terdahulu.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang penjelasan secara rinci mengenai
semua metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu desain
penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis
data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi variabel
dan pengukurannya serta metode analisis data.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan
data yang digunakan dengan alat analisis yang diperlukan serta hasil

analisis data.
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BABYV PENUTUP
Pada bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah
dilakuan sebelumnya pada BAB IV. Selain itu, juga dikemukakan
keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi

pihak-pihak lain dikemudian hari.



